
  
 

SKRIPSI 

 

 
PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL 

TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN 

PADA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN 

HUTAN LESTARI TAHUN 2022 
 

 

Disusun Oleh : 

Nama   : Mia Permatasari 

NPM   : 2132321118 

Jurusan  : Administrasi Bisnis 

Program Studi  : Administrasi Bisnis Sektor Publik 

 

PROGRAM SARJANA TERAPAN 

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA 

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 

 

JAKARTA, 2023 









i 
 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucap puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis mampu  menyelesaikan Skripsi 

dengan judul “Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2022” ini tepat pada waktunya. 

skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana 

terapan pada program studi Administrasi Bisnis Sektor Publik.  

Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan baik pengajaran, 

bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang 

telah membantu penyelesaian Skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya 

tak lupa penulis sampaikan kepada : 

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., MA. Selaku Direktur Politeknik STIA 

LAN Jakarta.  

2. Ibu Heny Handayani, S.Hum., M.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan masukan, 

saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan Skripsi ini. 

3. Ibu Nurmita, SE., M.M selaku dosen pendambing yang telah memberikan 

bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi di Politeknik STIA 

LAN Jakarta. 

4. Bapak dan Ibu Dosen di Politeknik STIA – LAN Jakarta yang telah 

memberikan ilmunya serta bimbingan dan arahan selama penulis belajar di 

Kampus Politeknik STIA LAN Jakarta.  



ii 
 

5. Kedua orang tua penulis, terima kasih atas segala kasih sayang serta doa yang 

diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga 

penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan mewujudkan cita – cita. 

6. Kakak – kakak tercinta yang selalu mendukung penulis dan menghibur ketika 

penulis sedang membutuhkan semangat. 

7. Rekan kerja dan teman – teman Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari 

yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis dalam 

menyelesaikan Skripsi ini. 

8. Rekan kerja dan teman-teman mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta, yang 

telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis dalam 

menyelesaikan Skripsi ini.  

 

Penulis menyadari dalam penulisan laporan ini masih banyak kekurangan dan 

perbaikan karena keterbatasan kemampuan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki 

penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, 

Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.  

Terkahir, harapan Penulis, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa 

saja yang membacanya. 

 

Jakarta, November 2023 

Penulis 

 

 

MP 

 

 

 



iii 
 

Abstract 

This research aims to find out how internal control influences the quality of financial 

reports at the Directorate General of Sustainable Forest Management in 2022. In this 

research, primary data was used in the form of distributing questionnaires to 

financial staff respondents in the Administration Subdivision of each work unit. The 

research results show that, based on the results of the coefficient of analysis (R2) test, 

the adjusted R Squarei is 0.106, which means that 10.6% of the internal audit 

variables are able to assess the quality of financial reports. From the results of the 

hypothesis test, it was found that the internal significance variable had a coefficient 

of 2.383 and significance (0.021) < 0.05 and a value of 2.001 or the calculated t 

value was greater than the t table (2.239 > 2.001), so the hypothesis was accepted. 

This means that there is a positive and significant influence of the internal control 

system on the quality of financial reports. This can be interpreted as meaning that the 

internal control system can improve the quality of financial reports at the Directorate 

General of Sustainable Forest Management. 

 

Keywords: Internal Control; Quality; Financial Reports 

 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengendalian internal 

terhadap kualitas laporan keuangan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan 

Lestari tahun 2022. Pada penelitian ini digunakan data primer dalam bentuk 

penyebaran kuesioner dengan responden staf keuangan pada Subbagian Tata Usaha 

masing – masing unit kerja. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa, Beirdasarkan 

hasil uji koeifisiein deiteirmeinasi (R2) teirseibut didapat  adjusteid R Squarei adalah 0,106 

yang beirarti seibeisar 10,6 % variablei indeipeindein peingeindalian Inteirnal mampu 

meinjeilaskan Kualitas Laporan Keiuangan. Dari hasil uji hipotesis diperoleh variabeil 

peingeindalian inteirnal meimpunyai koeifisiein 2,383 dan siginifikansi  (0,021) < 0,05 

dan nilai 2,001 atau nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2,239 > 2,001), maka 

hipotesis diterima. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem 

pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat diartikan 

bahwa sistem pengendalian intern dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan 

pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. 

 

Kata Kunci : Pengendalian Internal; Kualitas; Laporan Keuangan. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Reformasi birokrasi pada instansi pemerintah merupakan salah satu cara 

dalam menghadapi isu pengelolaan administrasi publik. Tata kelola yang baik (good 

governance) dan pelayanan publik yang kurang memuaskan pada Masyarakat 

menjadi  isu yang sedang mengemuka. Peran pemerintah yang dominan dalam 

penyelenggaraan negara dengan menggunakan pola – pola lama menjadi tidak 

relevan dengan tatanan masyarakat. Keadaan ini, menjadikan masyarakat seperti 

merasa terabaikan dan kepercayaanya disalahgunakan ketika masalah korupsi, kolusi 

dan nepotisme dalam kegiatan ekonomi pemerintah terjadi. 

Pembaharuan dan perubahan pada sistem penyelenggaraan negara diperlukan 

dalam membantu tercapainya tata manajemen yang baik dan mewujudkan kepuasan 

publik. Pelaksanaan tersebut dapat dilakukan dalam aspek – aspek organisasi, 

ketatalaksanaan dan sumber daya manusia pada organisasi. Hal ini memiliki tujuan 

untuk melakukan perubahan sistematik dan terencana dalam mencapai tatanan 

administrasi yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. 

Dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang terencana dan sistematis perlu 

dilakukan pengendalian internal pada masing – masing unit organisasi di instansi 

publik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 

2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan yang selanjutnya di 

singkat (SPIP) adalah sistem pengendalian yang dilakukan secara menyeluruh di 

lingkungan pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Menurut Mahmudi (2010:251) 

sistem pengendalian internal merupakan sistem integral dari tindakan dan kegiatan 

yang dilakukan manajeman dan jajarannya dalam memberikan jaminan dan 

keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang 
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efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan 

ketaatan sesuai undang – undang.  

Salah Satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan 

yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuanan dan 

laporan kinerja. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk 

meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan 

keuangan negara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk 

memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam 

usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

Di sektor pemerintahan, penyusunan laporan keuangan merupakan  kewajiban 

yang harus dilakukan dalam melaporkan aktivitas keuangannya kepada 

publik/masyarakat, sehingga kandungan informasi dalam laporan keuangan 

pemerintah harus sangat berkualitas. Kriteria dan faktor yang menentukan kualitas 

informasi dalam laporan keuangan disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi 

pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah 

relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. 

Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang 

memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akutansi 

pemerintah yang telah diterima secara umum adalah salah satu upaya konkrit dalam 

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hal ini 

sudah diatur dalam peraturan perundang – undangan Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2003 tentang. Penyusunan laporan keuangan secara umum menyajikan 

informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo 

anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang 

digunakan oleh pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai 

alokasi sumber daya. 
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Demi menjaga keandalan laporan keuangan pemerintah terdapat Lembaga 

negara yang memeriksa hal tersebut yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia (BPK RI). Hasil laporan pemerikasaan ini disajikan dengan predikat yang 

dikeluarkan oleh auditor untuk laporan keuangan masing – masing instansi 

pemerintah yang telah diperiksa. Predikat tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

adalah predikat tertinggi yang artinya dalam penyajian laporan keuangan sudah sesuai 

dalam hal material dan sesuai dengan prinsip berlaku. Menurut Surastiani & 

Handayani (2015) menjelaskan jika informasi keuangan yang dibuat harus memenuhi 

kebutuhan para pemakai dengan menyajikan informasi akuntansi yang sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah 

(SAP).  

Laporan Keuangan bisa dikatakan relevan sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 adalah apabila informasi – informasi yang termuat 

didalamnya dapat mempengaruhi keputusan manajemen melalui evaluasi yang 

dilakukan pada peristiwa masa lalu dan masa kini serta menegaskan atau mengoresi 

hasil evaluasi di masa lalu. Laporan keuangan juga harus bebas dari pengertian yang 

tidak benar, menyajikan data sesuai fakta dan dapat diverifikasi. Perbandingan 

laporan keuangan dari periode sebelumnya akan memberikan manfaat bagi organisasi 

dalam pelaksanaan anggaran. 

Salah satu ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh instansi adalah 

prinsip akuntansi dalam pelaporan keuangan. Proses – proses yang harus dilakukan 

sesuai prinsip dimulai dari penyusunan standar, penyelenggaraan akutansi serta 

penyajian laporan keuangan. Prinsip yang digunakan dalam akutansi dan pelaporan 

keuaagan pemerintah adalah basis akutansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, 

prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisitas, prinsip 

konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap dan prinsip penyajian wajar. 

Beirkurangnya peinyimpangan yang teirwujud dalam laporan keiuangan 

beirkaitan deingan peingeindalian inteirnal dalam peireincanaan seirta peilaksanaan 
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peingeilolaan keiuangan. Peinganggaran yang beirbasis kineirja akan meinginformasikan 

suatu program atau keigiatan yang meimiliki dampak/hasilnya bagi masyarakat luas. 

Peimeirintah seindiri meimiliki tanggungjawab dalam meinyeidiakan layanan publik dan 

meinjalankan reigulasi yang ada. Peingukuran kineirja teirseibut salah satunya dapat 

dilihat dari keiandalan laporan keiuangan yang dibuat. 

COSO adalah organisasi yang dikeinal deingan COSO Inteirnal Control - 

Inteigrateid Frameiwork. Meireika meindeifinisikan peingeindalian inteirnal seibagai suatu 

proseis yang dilaksanakan oleih deiwan direiksi, manajeimein dan peirsoneil lainnya untuk 

meimbeirikan keiyakinan yang masuk akal meingeinai peincapaian tujuan yang beirkaitan 

deingan eifeiktivitas dan eifisieinsi eifisieinsi opeirasi, keiandalan informasi keiuangan dan 

keipatuhan teirhadap hukum dan peiraturan. Seiorang sosiolog dan kriminolog teirkeinal, 

Creisseiy meingeimbangkan teiori “Iron Trianglei” yang meinggambarkan bahwa 

keicurangan teirjadi keitika ada teikanan finansial, peiluang, dan rasionalisasi. Seihingga 

dapat disimpulkan peingeindalian inteirnal adalah proseis yang dirancang untuk 

meimastikan bahwa suatu organisasi meincapai tujuannya deingan eifeiktif dan eifisiein, 

meilindungi aseitnya, dan meimatuhi peiraturan yang beirlaku. Peingeindalian inteirnal 

sangat peinting untuk meingeilola risiko, meinjaga inteigritas opeirasional, dan 

meimastikan akuntabilitas dalam organisasi. 

Peingeindalian inteirnal atas laporan keiuangan dipeirlukan untuk meimbuat 

laporan keiuangan yang baik. Hal ini dilakukan untuk meinghindari masalah yang 

timbul akibat peingawasan dan peingeindalian yang buruk seirta untuk meinghasilkan 

data teintang laporan keiuangan yang dapat diandalkan. Peingeindalian inteirnal harus 

dirancang dalam meiminimalkan peiluang keicurangan dan meingideintifikasi tanda-

tanda peiringatan yang mungkin meingindikasikan peinipuan. 

Salah satu fungsi sisteim peingeindalian inteirnal adalah meimbeirikan arahan 

untuk meingeivaluasi seibeirapa baik sisteim peingeindalian peimeirintah beirfungsi. 

Keibijakan dan proseidur peingeindalian inteirnal juga dipeirlukan untuk meincapai tujuan 

dan meinyeidiakan informasi keiuangan yang dapat diandalkan. Hal ini juga dipeirlukan 



5 
 

untuk meimastikan bahwa peiraturan dan hukum yang beirlaku dipatuhi. Badan 

Peimeiriksa Keiuangan (BPK) tidak dapat meimpeircayai laporan keiuangan jika sisteim 

peingeindalian peimeirintahan leimah atau kurang. (Nurillah dan Muid, 2014). 

Dihimpun dari weibsitei reismi BPK RI meinginformasikan bahwa pada tahun 

2022 leimbaga teirseibut teilah meimbeirikan opini Wajar Tanpa Peingeicualian (WTP) 

teirhadap Laporan Keiuangan Peimeirintah Pusat (LKPP). Hasil peimeiriksaan dari 82 

Laporan Keiuangan Keimeinteirian Leimbaga (LKKL) seirta Laporan keiuangan 

Beindahara Umum Neigara (LKBUN) meinunjukkan opini WTP atas 81 LKKL dan 

LKBUN. Dari data teirseibut dapat dilihat bahwa seiluruh instansi peimeirintah beirusaha 

meiwujudkan laporan keiuangan yang andal keipada masyarakat.  

Keimeinteirian Lingkungan Hidup dan Keihutanan meimpeiroleih opini WTP dari 

hasil peimeiriksaaan BPK RI seilama 5 tahun teirakhir. Seilain meimbeirikan reikomeindasi 

tambahan, BPK meimbeirikan opini tertentu seibagai cara untuk meingapreisiasi atas 

hasil peimeiriksaan laporan keiuangan. Pada tahun anggaran 2022, Keimeinteirian 

Lingkungan Hidup dan Keihutanan keimbali meiraih opini WTP dari BPK RI atas 

Laporan Keiuangan tahun 2022. Hasil peimeiriksaan BPK RI teirhadap Laporan 

Keiuangan Keimeinteirian Lingkungan Hidup dan Keihutanan dapat dilihat pada tabel i 

1.1. 

Tabeil 1.1 Hasil Peimeiriksaan BPK RI teirhadap Laporan Keiuangan 

Keimeinteirian Lingkungan Hidup dan Keihutanan  

Peiriodei Tahun 2018 – 2022 

 
 

No Periode Laporan keuangan Opini BPK RI 

1 2018 WTP 

2 2019 WTP 

3 2020 WTP 

4 2021 WTP 

5 2022 WTP 

Sumbeir : weibsitei reismi BPK RI (https://www.bpk.go.id/) 

https://www.bpk.go.id/
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Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri memiliki 13 Eselon 1 

dalam mendukung tugas dan fungsinya. Salah satunya adalah Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Hutan Lestari. Direiktorat Jeindeiral Peingeilolaan Hutan Leistari seilanjutnya 

disingkat Ditjein PHL meimpunyai tugas dan fungsi dalam meinyeileinggarakan 

peirumusan dan peilaksanaan keibijakan di bidang peingeilolaan hutan leistari. Direiktorat 

Jeindeiral Peingeilolaan Hutan Leistari seilaku peimbeiri layanan juga meindukung 

keilancaran proseis agar beirjalan seisuai deingan keiteintuan yang beirlaku seihingga 

keipuasan publik dapat dicapai. 

Seibagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 teintang 

Keiuangan Neigara bahwa Meinteiri/Pimpinan Leimbaga seibagai Peingguna 

Anggaran/Barang meimpunyai tugas antara lain meinyusun dan meinyampaikan 

laporan keiuangan Keimeinteirian Neigara/Leimbaga yang dipimpinnya. Direiktorat 

Jeindeiral Peingeilolaan Hutan Leistari adalah salah satu eintitas akuntansi di bawah 

Keimeinteirian Lingkungan Hidup dan Keihutanan yang beirkeiwajiban 

meinyeileinggarakan akuntansi dan laporan peirtanggungjawaban atas peilaksanaan 

Anggaran Peindapatan dan Beilanja Neigara. Salah satu peilaksanaannya adalah deingan 

meinyusun laporan keiuangan beirupa Laporan Reialisasi Anggaran, Neiraca, Laporan 

Opeirasional, Laporan Peirubahan Eikuitas dan Catatan atas Laporan Keiuangan.  

Seibagai salah satu instansi peimeirintah, Ditjein Peingeilolaan Hutan Leistari 

beirtanggung jawab dalam peinyampaian laporan keiuangan seibagai beintuk 

peirtanggungjawaban keiuangan keipada publik yang akuntabeil, andal dan transparan. 

Peinyusunan Laporan Keiuangan Direiktorat Jeindeiral Peingeilolaan Hutan Leistari 

meingacu pada Peiraturan Meinteiri Keiuangan RI Nomor 232/PMK.05/2022 tgl.30-12-

2012 teintang Sisteim Akuntansi dan Peilaporan Keiuangan Instansi. Laporan Ke iuangan 

ini teilah disusun dan disajikan deingan basis akrual se ihingga diharapkan mampu 

me inyajikan informasi keiuangan yang transparan, akurat dan akuntabeil.   

Ditjein Peingeilolaan Hutan Leistari juga meilaksanakan proseidur dalam rangka 

peilakasanaan peingeindalian inteirnal dalam upaya meingeilola reisiko yang ada pada 
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keigiatan – keigiatan organisasi dalam meindukung peincapaian reincana strateigis 

(Reinstra) tahun 2022. Seisuai deingan Peiratuan Meinteiri LHK nomor 38 Tahun 2015 

untuk dapat meincapai tujuan dimaksud, Eiseilon I seibagai bagian dari keimeinteirian 

yang meimiliki fungsi seibagai peirumus keibijakan (reigulator), pada seitiap awal tahun 

meirancang dan meineitapkan keigiatan-keigiatan yang harus dilaksanakan oleih unit-unit 

peilaksananya di daeirah yang beirfungsi seibagai peilaksana keibijakan (opeirator). 

Dukungan peingeindalian inteirnal yang baik teintu saja akan meimbantu dalam 

peilaksanaan keigiatan teirseibut. 

Dalam mewujudkan penilaian laporan keuangan yang andal. BPK RI aktif 

dalam melaksanakan audit kepatuhan secara periodik pada Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Hutan Lestari. Pemberian opini WTP nyatanya masih terdapat temuan – 

temuan yang berulang yang menjadi rekomendasi BPK RI untuk ditindaklanjuti. 

Sesuai data catatan laporan hasil pemeriksaan laporan kementerian, pengelolaan 

persediaan dan aset tahun 2022 masih menjadi temuan berulang seperti tahun 2021. 

Penerimaan negara bukan pajak karbon dan pengendalian rehabilitasi hutan dan lahan 

menjadi catatan BPK RI untuk ditindaklanjuti pada laporan keuangan tahun 2022. 

Feinomeina yang teirjadi yang lain terkait peinyampaian laporan keiuangan masih 

belum disampaikan seicara teipat waktu. Peinyampaian yang tidak teipat waktu ini 

teintunya akan meimpeingaruhi keigiatan – keigiatan peilaporan yang lain sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada Masyarakat. Seidangkan seipeirti yang kita keitahui bahwa 

peinyampaian teirseibut meirupakan keiwajiban organisasi keipada masyarakat dalam 

meiwujudkan good goveirnancei.  

Direiktorat Jeindeiral Peingeilolaan Hutan Leistari (Ditjein PHL) meirupakan salah 

satu Unit Keirja E iseilon I Keimeinteirian Lingkungan Hidup dan Keihutanan seisuai 

Peiraturan Preisidein Nomor 92 Tahun 2020 dan Peiraturan Meinteiri Lingkungan Hidup 

dan Keihutanan Nomor 15 Tahun 2021 meimiliki tugas meinyeileinggarakan peirumusan 

dan peilaksanaan keibijakan di bidang peingeilolaan hutan leistari. Beirdasarkan 

Peiraturan Meinteiri Lingkungan Hidup dan Keihutanan Nomor 16 Tahun 2022 Teintang 
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Organisasi dan Tata Keirja Balai Peingeilolaan Hutan Leistari bahwa teirdapat peirubahan 

nomeinklatur Balai Peingeilolaan Hutan Produksi (BPHP) meinjadi Balai Peingeilolaan 

Hutan Leistari (BPHL).  

Peirubahan nomeinklatur baru yang teilah dilakukan oleih Ditjein Peingeilolaan 

Hutan Leistari pada tahun 2021 dan 2022 deingan meingubah struktur organisasi seicara 

signifikan baik instansi pusat dan daeirah juga meimiliki dampak teirseindiri dalam 

peilaksanaan organisasi khususnya pada pengendalian intenal. Peinghapusan peijabat 

Eiseilon IV dan peingalihan jabatan meinjadi peijabat fungsional teintunya meinghadirkan 

banyak reisiko baru dalam peilakasanaan keigiatan dan beirujung pada peilaporan.  

Sesuai dengan Pe iraturan Meinteiri Lingkungan Hidup dan Keihutanan Nomor 

38 Tahun 2015 Sisteim Peingeindalian Inteirn Peimeirintah Peingeindalian Internal kepala 

satuan kerja memiliki tanggung jawab dalam penyusunan desain penyelenggaraan 

SPIP sampai dengan pemantauan. Jika pada nomenklatur Ditjen PHL sebelumnya, 

tugas pengawasan pengendalian internal berada pada bagian evaluasi, untuk saat ini 

beralih menjadi tugas dan fungsi bagian sub bagian tata usaha. Hal ini memberikan 

dampak terhadap pemantauan – pemantauan risiko yang dilakukan pada setiap 

triwulan pada tahun 2022 menjadi tidak tertib. Jika dilihat pada aplikasi SIMAWAS 

Itjen pada triwulan ke 4 tahun 2022, masih ada 9,5% dari seluruh satker lingkup 

Ditjen PHL yang belum menyelesaikan pemantauan terhadap risiko – risiko yang 

signifikan. Pemantauan yang tidak berkelanjutan ini tentunya akan menghambat 

pecapaian tujuan organisasi sehingga menjadi tidak efektif dan mempunyai pengaruh 

pada pelaporan – pelaporan kegiatan yang ada pada Ditjen PHL. 

Tabel 1.2   

Persentase Pemantauan Pengendalian Internal 

 
Sumber : Aplikasi Simawas (https://simawas.itjen.menlhk.go.id/) 
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Dari latar beilakang diatas, maka peinulis teirtarik untuk meilakukan peineilitian 

beirjudul : “Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  Tahun 2022”. 

 

B. Rumusan Peirmasalahan 

Dari uraian latar beilakang teirseibut diatas, rumusan masalah dalam peineilitian 

ini adalah seibagai beirikut : “Bagaimana peingaruh sisteim peingeindalian inteirnal 

teirhadap kualitas laporan keiuangan pada Direiktorat Jeindeiral Peingeilolaan Hutan 

Leistari Tahun 2022?” 

 

C. Tujuan Peineilitian 

Adapun tujuan dari peineilitian ini adalah untuk meingeitahui peingaruh sisteim 

peingeindalian inteirnal teirhadap kualitas laporan keiuangan pada Direiktorat Jeindeiral 

Peingeilolaan Hutan Leistari Tahun 2022. 

 

D. Manfaat Peineilitian 

Adapun manfaat dari peineilitian ini adalah seibagai beirikut : 

1. Bagi Akadeimisi 

Hasil peineilitian ini diharapkan dapat meinjadi bahan reifeireinsi khususnya bagi pihak-

pihak lain meingeinai sisteim peingeindalian inteirnal dan kualitas laporan keiuangan 

instansi peimeirintah seirta dapat beirmanfaat untuk peineilitian seilanjutnya. 

2. Bagi Instansi 

Hasil peineilitian ini diharapkan dapat meimbeirikan gambaran meingeinai 

keiadaan Sisteim Peingeindalian Inteirnal yang ada di Instansi seihingga dapat meimbantu 

dalam meilakukan eivaluasi sisteim peingeindalian inteirnal dalam Upaya meiningkatkan 

kualitas laporan keiuangan. 
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3. Peineilitian Seilanjutnya 

Hasil peineilitian ini dapat dijadikan peidoman dan peirtimbangan bagi pihak – 

pihak teirkait maupun peineilitian seilajutnya.  


